
 

 

BAB IV 

PENUTUP 

BAB IV PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan uraian pembahasan hasil penelitian, dapat disimpulkan 

sebagai berikut: 

1. Penetapan Perda Kawasan Agropolitan di Kabupaten Pasaman dimulai dari  

RPJM kawasan agropolitan yang menyatakan perlu ditetapkan Peraturan 

Daerah untuk regulasi pengembangan kawasan agropolitan. Selanjutnya 

dalam Perda RTRW Kabupaten Pasaman menetapkan, bahwa akan 

dilakukan penetapan Perda untuk pengembangan kawasan agropolitan di 

Kabupaten Pasaman. Kemudian barulah ditetapkan Peraturan Daerah 

Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Kawasan Agropolitan yang menjadi legalitas 

dari pengembangan kawasan agropolitan di Kabupaten Pasaman. 

2. Pengembangan prasarana dan sarana  kawasan agropolitan di Kecamatan 

Rao Kabupaten Pasaman sudah dilakukan namun yang belum maksimal 

yaitu pengembangan prasarana dan sarana transportasi. Pengembangan 

prasarana dan sarana transportasi sudah dilakukan dalam beberapa tahapan. 

Pertama, pada tahun 2013 jalan ini dikerjakan sepanjang 3 Kilometer. 

Kedua, jalan ini dilanjutkan pengerjaannya pada tahun 2015 sepanjang 4 

Kilometer. Saat sekarang ini mengenai kelanjutan pengembangan prasarana 

dan sarana transportasi kawasan agropolitan di Kecamatan Rao Kabupaten 

Pasaman masih belum ada kejelasan, kondisi terkini jalan kawasan 

agropolitan tidak bisa dilalui lagi oleh kendaraan roda empat dan sudah 

dipenuhi semak belukar. 



 

 

3. Adapun kendala yang dihadapi dalam pengembangan prasarana dan sarana 

transportasi kawasan agropolitan di Kecamatan Rao Kabupaten Pasaman 

adalah: 1) Terkait anggaran, 2) Terkait pembebasan lahan yang belum 

rampung, 3) Kabupaten Pasaman tidak masuk skala prioritas program 

pembangunan pertanian pemerintah pusat. 4) sudah tidak ada Direktorat 

kawasan agropolitan yang menangani pengembangan kawasan agropolitan 

pada Kementerian Pertanian. 

B.Saran 

Berdasarkan kesimpulan diatas pada akhir skripsi ini, penulis 

memberikan beberapa saran sebagai berikut: 

1. Pemerintah daerah Kabupaten Pasaman perlu lebih serius dalam melakukan 

pengembangan prasarana dan sarana transportasi kawasan agropolitan, 

sehingga dokumen perencanaan serta implementasi dari Perda No 4 Tahun 

2014 Tentang Kawasan Agropolitan ini tidak lemah dan terkesan hanya 

primadona di atas kertas saja. 

2. Terkait pembebasan lahan masyarakat untuk pengembangan prasarana dan 

sarana transportasi kawasan agropolitan di Kecamatan Rao Kabupaten 

Pasaman agar segera di selesaikan sehingga tidak merugikan siapapun serta 

bisa menyelesaikan tahap pengembangan prasarana dan sarana transportasi. 

3. Pemerintah Kabupaten Pasaman sebaiknya mengupayakan adanya 

pembiayaan dari APBD Kabupaten untuk melanjutkan pengembangan 

kawasan agropolitan di Kabupaten Pasaman serta tetap berkoordinasi 

dengan Provinsi dan Kementerian. 


